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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Operasi Komando Tugas 

(Kogas) Kemanusiaan Galang 96 dalam rangka pemulangan Pencari Suaka 

asal Vietnam tahun 1996 di Pulau Galang sesuai dengan butir kedua Surat 

Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal 

Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari 

Suaka atau Pengungsi yang menentukan bahwa apabila terdapat orang asing 

yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, 

agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke wilayah 

negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya. 

Dalam Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 

tugas pokoknya adalah untuk memulangkan para Pencari Suaka asal Vietnam 

ke negara asalnya, namun hal ini bukanlah merupakan bentuk pendeportasian 

ataupun pengusiran terhadap para Pencari Suaka asal Vietnam, melainkan 

pemulangan tersebut dilakukan didasarkan pada hasil sidang bulan Maret 

1995, diselenggarakan sidang VI SC-ICIR di Jenewa, dengan hasil “Statement 

of 6 th of the ICIR” yang pada intinya mempertegas hasil-hasil pada Sidang V 
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SC-ICIR dan menyepakati pengosongan tempat-tempat penampungan 

sementara manusia perahu Indochina dinegara-negara suaka pertama 

selambat-lambatnya pada akhir tahun 1995. Pada tanggal 5 sampai 6 Maret 

1996 diadakan lagi Sidang VII SC-ICIR di Jenewa. Sidang ini memutuskan 

bahwa CPA 1989 akan berakhir pada tanggal 30 Juni 1996 dan tanggung 

jawab kegiatan UNHCR di negara-negara suaka pertama akan berakhir pada 

tanggal 1 Juli 1996. Sehingga, Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan 

Galang 96 tidak melakukan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian 

terhadap Pencari Suaka asal Vietnam.   

B. Saran 

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Permasalahan Pencari Suaka asal Vietnam ini seharusnya mendapat 

perhatian dari masyarakat dunia karena hal ini termasuk dalam 

permasalahan dunia internasional dan kemanusiaan, khususnya bagi 

negara-negara ASEAN, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara 

Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam mengatasi kasus 

Pencari Suaka asal Vietnam. 

2. Pemerintah Amerika Serikat harus berperan lebih aktif dalam melakukan 

pelaksanaan pemulangan para Pencari Suaka asal Vietnam ke negaranya 

karena keterlibatannya dalam membantu Vietnam Selatan yang beraliran 
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nasionalis melawan Vietnam Utara yang beraliran komunis pada saat 

terjadi perang saudara di Vietnam. 

3. Pemerintah Daerah sebaiknya memberikan dana secara bertahap dan 

meminjamkan alat angkutan bagi pasukan di lapangan (anggota kogas) 

guna menunjang pelaksanaan operasi pemulangan pencari suaka asal 

Vietnam secara optimal. 

4. Pemerintah Vietnam seharusnya memberikan perhatian yang serius dan 

turut mengambil bagian dalam menanggulangi masalah Pencari Suaka asal 

Vietnam, dan secara politis sesuai dengan perkembangan politik di 

Vietnam, pemerintah Vietnam harus dapat menerima pencari suaka, agar 

sesuai pula dengan politik pembaharuan (DOI MOI atau Reformasi) yang 

sedang berlangsung di Vietnam. 
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